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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI TABALONG,

bahwa tata kelola pembangunan kependudukan merupakan
serangkaian mekanisme, proses, dan kelembagaan yang
bertujuan untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan kependudukan di
daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, maka
dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan
Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



4.

10.

11.

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3};
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peratuan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 17);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Peta
Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun
2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Penyusunan
dan Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;

b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program
serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor
terkait;

c. melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan
Penyusunan dan Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan; dan

d. mengevaluasi pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan Peta
Jalan Pembangunan Kependudukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /¢ Delember oS
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Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

TANGGAL |, 0 s

NOMOR 188.45/ 404 /2025
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2025-2029

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM KET
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan :
b Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Walkil Estus
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
5. | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretaris
Kabupaten Tabalong
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AlGoota
Kabupaten Tabalong g8
8. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Anggota
9. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. KaIl;upaten Tabalong Anggata
11. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota
12. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
10 Permukiman Kabupaten T:abanlon{:;ky Anggota.
14. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Anggota
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,
15. | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Anggota
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
16. | Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Anggota
Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data
17 Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anggota
" | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan
Kesejahteraan  Keluarga  Dinas  Pemberdayaan
18. | Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anggota
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tabalong
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